BAB 1.
PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ketersediaan air irigasi merupakan faktor penentu utama dalam sistem produksi
padi, khususnya pada wilayah dengan dominasi sawah tadah hujan seperti
Kabupaten Indramayu. Sebagai sentra produksi padi terbesar di Provinsi Jawa Barat,
daerah ini berkontribusi sebesar 15,2% terhadap total produksi padi provinsi dengan
rata-rata 1,52 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun (Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indramayu, 2023). Namun, struktur lahan pertanian yang bergantung pada
curah hujan dan jaringan irigasi sekunder-tersier yang mengalami penurunan fungsi
akibat sedimentasi menyebabkan variabilitas luas tanam antar-musim yang tinggi
(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, 2023; Setiawan,
Mulyani, & Sarwono, 2023).

Sebagai respons strategis, Pemerintah mengembangkan kebijakan pompanisasi
sebagai instrumen penguatan infrastruktur irigasi untuk lahan tidak terjangkau
gravitasi. Di Kabupaten Indramayu, program ini telah mendistribusikan 495 unit pompa
kepada 214 kelompok tani, berpotensi melayani 12.375 hektar sawah (Dinas
Pertanian Kabupaten Indramayu, 2023). Meskipun implementasi administratif
berjalan, literatur kebijakan publik menegaskan bahwa keberadaan sarana fisik tidak
menjamin efektivitas intervensi tanpa dukungan proses implementasi, tata kelola, dan
mekanisme pembiayaan operasional (Pressman & Wildavsky, 1984; Simatupang,
2003).

Sejumlah kajian mengenai program pompanisasi di wilayah pantai utara Jawa
mengidentifikasi adanya variasi tingkat pemanfaatan unit pompa antar kelompok tani,
yang dipengaruhi oleh faktor teknis, biaya energi, dan tata kelola air lokal (Darmawan,
Hartono, & Septyanto, 2024). Selain itu, Kurniawan, Sutarto, dan Priyanto (2023)
melaporkan bahwa keberlanjutan operasional pompa sangat bergantung pada sistem
pemeliharaan dan pengaturan pembiayaan operasional dan perawatan (operation and
maintenance/O&M). Di sisi lain, Adiwibowo, Mardiana, dan Saptomo (2024)
menekankan pentingnya pengaturan ekstraksi air untuk menghindari tekanan berlebih

terhadap sumber daya air tanah pada wilayah dengan penggunaan pompa intensif.



Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pompanisasi tidak
hanya merupakan intervensi teknis, melainkan bagian dari sistem kebijakan yang
melibatkan dimensi regulasi, kelembagaan, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena
itu, evaluasi kebijakan pompanisasi memerlukan pendekatan analitis yang mampu
mengidentifikasi dampak kebijakan secara sistematis serta menelusuri faktor-faktor

yang memengaruhi implementasinya.

Efektivitas kebijakan pompanisasi ditentukan oleh kemampuan tata kelola air
bersama dan kinerja kelembagaan dalam mengelola risiko produksi pertanian. Ketika
intervensi teknis melampaui kapasitas institusional dan sistem produksi, kebijakan

memasuki fase saturation dan kehilangan efektivitasnya.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka integratif yang menggabungkan teori
tata kelola sumber daya air bersama (water commons governance), Kinerja
institusional (institutional performance), Kkapasitas pengelolaan risiko (risk
management capacity), dan sistem produksi pertanian (agricultural production
system), yang secara Kkolektif mengarah pada evaluasi efektivitas kebijakan
pompanisasi. Kerangka ini memungkinkan analisis komprehensif mengenai
bagaimana pengelolaan air kolektif memengaruhi kinerja institusi kelompok tani,
mengurangi risiko produksi akibat ketidakpastian air, serta meningkatkan output

sistem produksi padi melalui intervensi teknis berbasis kebijakan.

Berdasarkan prinsip Ostrom (1990, 2009), water commons governance
menempatkan pompanisasi sebagai common-pool resource yang dikelola kolektif
oleh P3A/Gapoktan melalui aturan lokal (AD/ART), rotasi irigasi, dan iuran OM.
Intervensi pompa menciptakan action arena di mana petani mengelola akses air
suplementer dari Cimanuk/Cipancuh, mengurangi tragedy of the commons melalui
monitoring sosial dan sanksi internal, sebagaimana terlihat pada kepatuhan jadwal
85% di Sindang.

Kinerja institusi diukur melalui institutional performance (North, 1990; Hall &
Soskice, 2001) yang mengevaluasi P3A sebagai institutional complementarities—
struktur pengurus lengkap, pendampingan DKPP 12x/tahun, dan Perda No. 5/2022.
Gapoktan berfungsi sebagai boundary organization yang menjembatani kebijakan
vertikal (Ditien PSP) dengan praktik horizontal, meskipun saturasi kelembagaan

muncul pada OM kolektif (realisasi iuran 62%) dan konflik alokasi (15 kasus).



Risk management capacity mengadopsi paradigma adaptif (Adger et al., 2005)
dengan pompanisasi sebagai insurance mechanism terhadap defisit air musiman (El
Nifio -15% curah hujan). Kapasitas ini terdiri dari: (1) exposure reduction melalui PAT
3.864 ha, (2) sensitivity mitigation via IP 2,4 dan reduksi puso -32,6%, serta (3)
adaptive capacity melalui solidaritas kelompok (Putnam, 2000) dan fleksibilitas

sumber air (sungai, kanal, sumur bor).

Sistem produksi dianalisis melalui fungsi produksi log-linear (Nicholson &
Snyder, 2012) dengan 3_lahan=1,106 sebagai binding constraint utama. Pompanisasi
bertindak sebagai shock absorber yang menggeser produksi dari ekstensifikasi (luas
panen -5%) ke intensifikasi (produktivitas +2,19%), menghasilkan net benefit +49.957
ton GKP melalui substitusi air terhadap input lahan tadah hujan (40% sawah

Indramayu).

Keempat pilar terhubung melalui causal chain: water commons — institutional
performance — risk capacity — production system. RIA berfungsi sebagai feedback
mechanism (Sanderson, 2002) yang mengukur ATET DiD, BCR, dan moderator
spasial untuk policy learning. Heterogenitas Sindang (8=1,25) > Lohbener > Balongan
mengindikasikan perlunya spatially targeted intervention, dengan Sindang sebagai

best practice untuk replikasi nasional 1 juta ha.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi kebijakan pompanisasi dilakukan melalui
pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang terstruktur (OECD, 2008;
Dunn, 2003), diintegrasikan dengan analisis fungsi produksi pertanian (Soekartawi,
2003; Nicholson & Snyder, 2012) serta sintesis strategi berbasis SWOT (Bryson,
2018). Namun, hingga saat ini belum tersedia kajian komprehensif di Kabupaten
Indramayu yang mengukur dampak nyata program ini terhadap kinerja produksi,
mengidentifikasi determinan keberhasilan implementasi, atau merumuskan strategi
penguatan berbasis bukti empiris. Ketiadaan analisis tersebut menimbulkan urgensi

penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut secara sistematis.

Meskipun program pompanisasi telah diimplementasikan dan distribusi sarana
telah dilaporkan secara administratif, hingga saat ini belum tersedia evaluasi
komprehensif yang mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja produksi
padi dengan pendekatan analitis berbasis Regulatory Impact Assessment (RIA).

Evaluasi yang ada umumnya bersifat deskriptif administratif dan belum



mengintegrasikan analisis ekonomi produksi untuk mengidentifikasi besaran

kontribusi intervensi kebijakan terhadap sistem produksi padi.

Selain itu, belum terdapat kajian yang secara sistematis mengidentifikasi faktor-
faktor determinan keberhasilan implementasi pompanisasi dalam konteks sosial,
ekonomi, teknis, dan kelembagaan di Kabupaten Indramayu. Padahal, literatur
kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas suatu intervensi sangat ditentukan

oleh konteks implementasi dan struktur insentif lokal.

Ketiadaan evaluasi berbasis dampak tersebut menimbulkan kebutuhan untuk
melakukan analisis yang tidak hanya menilai kebijakan secara normatif, tetapi juga
mengukur kontribusinya dalam kerangka fungsi produksi serta merumuskan strategi
penguatan kebijakan yang berbasis bukti empiris. Atas dasar itulah penelitian ini

dirancang.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini berakar
pada belum tersedianya evaluasi berbasis dampak yang komprehensif terhadap
kebijakan pompanisasi di Kabupaten Indramayu. Secara khusus, terdapat tiga

persoalan analitis yang perlu dijawab secara sistematis.

Pertama, sejauh mana efektivitas kebijakan pompanisasi sebagai instrumen
penyediaan air suplementer dalam meningkatkan kinerja sistem produksi padi, ditinjau
melalui pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Meskipun distribusi sarana
telah dilaksanakan, belum tersedia pengukuran dampak yang mengintegrasikan

analisis pre-post indikator produksi dengan evaluasi regulasi.

Kedua, faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai determinan keberhasilan
implementasi kebijakan, dilihat dari dimensi teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan
dalam menguatkan kapasitas pengelolaan risiko produksi dan kinerja institusional
kelompok tani. Variasi pemanfaatan pompa menunjukkan heterogenitas implementasi

yang perlu diuji secara empiris.

Ketiga, strategi penguatan kebijakan apa yang dapat dirumuskan berdasarkan
sintesis evaluasi RIA, analisis determinan, dan tata kelola sumber daya air bersama
untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pompanisasi. Kebijakan

publik memerlukan adaptasi dinamis berdasarkan temuan empiris.



1.3.

Rumusan masalah:

Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan pompanisasi terhadap sistem produksi
padi di Kabupaten Indramayu, ditinjau melalui pendekatan RIA dan diukur
berdasarkan perubahan produktivitas, luas panen, indeks pertanaman, serta
total produksi (pre-post 2023—-2024)?

Faktor teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan apa yang secara signifikan
memoderasi keberhasilan implementasi kebijakan pompanisasi dalam sistem

produksi padi di Kabupaten Indramayu?

Strategi penguatan kebijakan pompanisasi apa yang dapat dirumuskan
berdasarkan hasil evaluasi RIA, analisis moderasi faktor determinan, dan
kerangka tata kelola sumber daya air bersama untuk meningkatkan
keberlanjutan sistem produksi padi di Kabupaten Indramayu?

Tujuan dan Luaran Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan

untuk melakukan evaluasi kebijakan pompanisasi secara sistematis dan berbasis

bukti melalui pendekatan integratif antara Regulatory Impact Assessment (RIA),

analisis fungsi produksi, dan sintesis strategis.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis tingkat efektivitas kebijakan pengembangan teknologi
pompanisasi dalam sistem produksi padi di Kabupaten Indramayu dengan
menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA), berdasarkan

indikator produktivitas, luas panen, dan total produksi..

. Menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang

memengaruhi implementasi kebijakan pompanisasi dalam sistem produksi padi

di tingkat usahatani melalui pendekatan fungsi produksi pertanian.

Merumuskan strategi penguatan kebijakan pompanisasi berdasarkan hasil
evaluasi RIA dan analisis fungsi produksi melalui sintesis kerangka SWOT guna

mendukung efektivitas dan keberlanjutan kebijakan di Kabupaten Indramayu.



Luaran Penelitian

1. Ukuran efektivitas kebijakan pompanisasi dalam mendukung peningkatan
kinerja produksi padi di Kabupaten Indramayu, yang diukur melalui perubahan
produktivitas (kg/ha), luas panen, dan total produksi padi sebelum dan sesudah

implementasi kebijakan.

2. ldentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan pompanisasi pada tingkat
usahatani, meliputi faktor sosial ekonomi petani, faktor teknis budidaya dan
pengairan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi produktivitas padi di

Kabupaten Indramayu.

1.4. Rumusan strategi penguatan kebijakan pompanisasi yang prioritas dan
implementatif untuk meningkatkan efektivitas serta menjamin keberlanjutan
program, ditinjau dari aspek regulasi, pembiayaan operasional dan
pemeliharaan (O&M), penguatan kelembagaan pengelola, serta sistem

monitoring dan evaluasi.
1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bersifat teoretis,
metodologis, dan praktis secara proporsional sesuai dengan tujuan yang telah

dirumuskan.
Manfaat Teoretis (Akademik)

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan
kajian evaluasi kebijakan pertanian melalui integrasi pendekatan Regulatory Impact
Assessment (RIA) dengan teori fungsi produksi pertanian. Integrasi tersebut
memperluas penerapan RIA yang selama ini lebih banyak digunakan dalam analisis
regulasi makro, menjadi kerangka evaluasi kebijakan sektoral berbasis indikator

produksi pada tingkat usahatani.

Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara
intervensi kebijakan publik dan sistem produksi pertanian dengan menempatkan

variabel kebijakan sebagai faktor yang dianalisis dalam kerangka fungsi produksi.
Manfaat Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini menawarkan model evaluasi kebijakan yang

terstruktur melalui tahapan:



¢ Analisis dampak kebijakan menggunakan RIA,
e Pengujian empiris melalui model fungsi produksi, dan
¢ Sintesis strategis berbasis SWOT.
Pendekatan integratif tersebut dapat menjadi rujukan dalam evaluasi kebijakan
pertanian lainnya yang memerlukan pengukuran dampak secara kuantitatif sekaligus

analisis implementasi secara struktural.
Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini memberikan:

1. Informasi berbasis bukti mengenai kinerja kebijakan pompanisasi dalam sistem

produksi padi di Kabupaten Indramayu.

2. ldentifikasi faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi

kebijakan pompanisasi pada tingkat usahatani.

3. Rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam perumusan atau penyempurnaan kebijakan pompanisasi di tingkat

daerah.

1.6. Kebaruan (Novelty) Penelitian

Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model evaluasi kebijakan
pompanisasi yang mengintegrasikan pendekatan Regulatory Impact Assessment
(RIA) dengan teori fungsi produksi pertanian dan sintesis strategis berbasis SWOT
dalam satu kerangka analitis yang utuh. Secara lebih spesifik, kebaruan penelitian ini

dapat dijelaskan dalam empat dimensi berikut.
Kebaruan Konseptual

Kajian mengenai pompanisasi dalam sektor pertanian selama ini umumnya
berfokus pada aspek teknis irigasi, analisis deskriptif kinerja program, atau studi
efisiensi input produksi secara parsial. Sementara itu, pendekatan Regulatory Impact
Assessment (RIA) lebih banyak diterapkan pada evaluasi regulasi makro, kebijakan
fiskal, atau reformasi perizinan, dan relatif jarang diterapkan pada evaluasi kebijakan

teknologi pertanian di tingkat daerah.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan konseptual dengan memposisikan

kebijakan pompanisasi sebagai instrumen regulasi sektoral yang dapat dianalisis



melalui kerangka RIA. Dengan demikian, RIA tidak hanya digunakan untuk menilai
kualitas regulasi, tetapi juga untuk mengevaluasi dampak kebijakan teknologi dalam

sistem produksi pertanian.
Kebaruan Metodologis

Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada integrasi tiga pendekatan

analitis dalam satu desain penelitian yang sistematis:

¢ Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk mengevaluasi dampak kebijakan

secara terstruktur,

¢ Model fungsi produksi untuk menguiji secara empiris hubungan antara intervensi

kebijakan dan sistem produksi, serta
e Analisis SWOT untuk mensintesis hasil empiris menjadi rekomendasi strategis.

Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan salah satu pendekatan secara
terpisah. Penelitian ini mengintegrasikan ketiganya dalam satu alur analitis yang
berurutan dan saling menguatkan, sehingga menghasilkan evaluasi kebijakan yang
tidak hanya deskriptif atau normatif, tetapi juga terukur secara ekonometrik dan

terformulasi secara strategis.
Kebaruan Empiris

Secara empiris, hingga saat ini belum tersedia kajian yang secara sistematis
mengevaluasi kebijakan pompanisasi di Kabupaten Indramayu menggunakan

pendekatan berbasis dampak yang terintegrasi dengan analisis fungsi produksi.

Sebagian kajian terdahulu lebih bersifat administratif atau teknis, sedangkan
penelitian ini menempatkan kebijakan pompanisasi sebagai variabel yang dianalisis
dalam kerangka produksi pertanian, sehingga memungkinkan pengujian kontribusi

kebijakan dalam konteks sistem produksi yang lebih luas.
Kebaruan Integratif (Model Evaluasi)

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan model evaluasi
kebijakan yang bersifat integratif, yaitu: RIA — Fungsi Produksi — SWOT. Kontribusi
utama penelitian terletak pada pengembangan kerangka evaluasi kebijakan pertanian

yang dapat direplikasi pada kebijakan sektoral lainnya.



Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Ini

Aspek
Perbandingan

Penelitian

Terdahulu tentang
Pompanisasi

Penelitian Terdahulu
tentang RIA

Penelitian Ini

Fokus Analisis

Teknis irigasi,

distribusi pompa,

Evaluasi regulasi
makro (perizinan,

Evaluasi kebijakan
pompanisasi sebagai

efisiensi air fiskal, reformasi instrumen regulasi
birokrasi) sektoral
Pendekatan Deskriptif atau Regulatory Impact Integrasi RIA dengan
analisis parsial Assessment (RIA) fungsi produksi dan
produksi pada level regulasi SWOT

nasional

Level Analisis

Usahatani atau

teknis lapangan

Kebijakan publik
tingkat nasional

Kebijakan sektoral
daerah (Kabupaten
Indramayu)

Pengukuran Umumnya Analisis dampak Analisis dampak

Dampak deskriptif atau regulasi administratif | kebijakan dalam
komparatif kerangka sistem
sederhana produksi pertanian

Integrasi Terbatas Tidak terhubung Menguiji kebijakan

Ekonometrik dengan model sebagai variabel

produksi dalam fungsi
produksi

Sintesis Jarang dilakukan | Terpisah dari SWOT berbasis hasil

Strategis analisis sektoral empiris

Kontribusi Parsial Parsial Model evaluasi

Model integratif: RIA —

Fungsi Produksi —
SWOT

1.7. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian dilakukan melalui pendekatan integratif yang didasarkan atas Grand
Theory tata kelola sumber daya alam (natural resource governance), khususnya teori
tata kelola sumber daya air bersama (water commons governance) (Ostrom, 1990;
Cole & Grossman, 2010), yang diintegrasikan dengan teori kinerja institusional
(institutional performance) (Ostrom, 2009), kapasitas pengelolaan risiko (risk
management capacity) (Turner, 1976; Boin et al., 2016), dan teori sistem produksi

pertanian (agricultural production system) (Soekartawi, 2003).

Kerangka integratif ini memungkinkan analisis holistik terhadap efektivitas

kebijakan pompanisasi sebagai intervensi kebijakan publik yang melibatkan dimensi



teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam konteks pengelolaan sumber daya

air terbatas.

Secara operasional, kerangka pemikiran konseptual penelitian ini
mengintegrasikan tiga pendekatan analitis utama dalam satu alur logika berbasis
bukti: (1) Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk evaluasi efektivitas kebijakan
(OECD, 2008; Dunn, 2003), (2) analisis fungsi produksi pertanian untuk mengukur
kontribusi intervensi terhadap output ekonomi (Nicholson & Snyder, 2012), dan (3)
analisis SWOT untuk sintesis strategi penguatan kebijakan (Bryson, 2018). Integrasi

tersebut berjalan secara bertahap:

1. Evaluasi RIA (Bab 2) mengidentifikasi dampak kebijakan melalui perbandingan
pre-post indikator produksi dan analisis moderasi faktor pendukung, dengan

landasan water commons governance untuk menilai tata kelola air kolektif.

Menurut OECD (2020) dan Radaelli (2010), RIA merupakan kerangka ex-ante
dan ex-post yang menilai sejauh mana kebijakan publik memenuhi tujuan sosial-
ekonomi melalui mekanisme analisis dampak sistematis. Pendekatan ini
berlandaskan pada logika rasional bahwa setiap bentuk intervensi pemerintah
memiliki cost and benefit yang dapat diukur terhadap tujuan publik yang

diharapkan.

Dalam kerangka penelitian ini, RIA berfungsi untuk mengidentifikasi dan
mengevaluasi dampak langsung (misalnya peningkatan luas tanam,
produktivitas, dan produksi padi) maupun dampak tidak langsung (misalnya
efisiensi penggunaan air, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan
kelembagaan kelompok tani). Dengan demikian, pendekatan RIA memastikan
bahwa kebijakan pompanisasi tidak hanya dievaluasi dari segi implementasi
mekanis, tetapi juga dari perspektif nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkannya
(Adelle & Weiland, 2012; Howlett, 2019).

Pendekatan ini juga menempatkan proses evaluasi sebagai policy learning
mechanism (Sanderson, 2002; Head, 2010), di mana hasil penilaian efektivitas
menjadi umpan balik untuk memperbaiki desain dan arah kebijakan. Kerangka

RIA dalam penelitian ini menghasilkan tiga tahap kunci:

(1) [Identification of policy objectives: menentukan tujuan kebijakan

pompanisasi dalam konteks peningkatan kinerja produksi padi;



(2) Impact assessment. mengukur pengaruh Kkebijakan terhadap indikator

fungsi produksi yang relevan;

(3) Feedback synthesis: menyusun strategi kebijakan lanjutan berbasis hasil

evaluasi, yang dioperasionalisasikan melalui analisis SWOT.

. Analisis fungsi produksi (Bab 3) menguji determinan keberhasilan melalui model
regresi yang memasukkan variabel moderatif (teknis, ekonomi, sosial,

kelembagaan), didasari kinerja institusional dan kapasitas pengelolaan risiko.

Penelitian menggunakan kerangka fungsi produksi pertanian sebagai alat
analisis empiris (analytical core) agar evaluasi RIA tidak berhenti pada tataran
normatif. Dalam teori ekonomi pertanian (Nicholson & Snyder, 2012; Soekartawi,
2003), fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara input produksi
(seperti lahan, tenaga kerja, sarana produksi, air irigasi, dan teknologi) dengan
output yang dihasilkan (produktivitas, luas panen, dan total hasil). Integrasi
konsep fungsi produksi dengan RIA memungkinkan penilaian efektivitas
kebijakan pompanisasi dilakukan secara kuantitatif dan objektif, melalui
pengukuran perubahan kinerja produksi yang dapat diatribusikan pada

keberadaan intervensi kebijakan.

Fungsi produksi berperan sebagai jembatan analitis antara desain kebijakan dan
outcome sektor riil. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi analisis
multivariat yang menjelaskan pengaruh faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai bagian dari dimensi

evaluasi RIA.

. Sintesis SWOT (Bab 4) merumuskan strategi adaptif berdasarkan temuan
empiris, mengintegrasikan seluruh dimensi sistem produksi pertanian untuk

keberlanjutan jangka panjang.

Tahap akhir dari kerangka konseptual penelitian ini adalah penyusunan strategi
penguatan kebijakan pompanisasi melalui analisis SWOT, yang merupakan
tindak lanjut dari temuan empiris RIA dan hasil pengukuran fungsi produksi.
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi strengths (faktor internal
pendukung), weaknesses (kelemahan internal yang perlu diperbaiki),

opportunities (peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan), dan threats



(tantangan eksternal yang harus diantisipasi) dalam pelaksanaan kebijakan

pompanisasi di Indramayu.

Pendekatan SWOT diposisikan sebagai instrumen policy synthesis yang
memungkinkan transformasi hasil evaluasi empiris menjadi rekomendasi
kebijakan strategis (Weihrich, 1982; Bryson, 2018). Hasil pengukuran efektivitas
kebijakan (RIA) dan analisis fungsional (fungsi produksi) menjadi dasar empiris
untuk merumuskan arah kebijakan baru yang lebih adaptif, kontekstual, dan

berbasis bukti.

Integrasi RIA—fungsi produksi—-SWOT ini membentuk satu alur logika penelitian

yang sistematis:
¢ RIA memandu orientasi evaluasi kebijakan pada level konseptual dan normatif.

e Fungsi Produksi mengoperasionalisasikan kerangka RIA ke dalam model

empiris berbasis indikator kinerja sektor riil.

e SWOT mensintesis temuan empiris menjadi strategi kebijakan untuk

meningkatkan efektivitas program pompanisasi di masa depan.

Secara konseptual, hubungan antarkomponen dapat dijelaskan dalam alur

logika berikut:

Input Kebijakan (Pompanisasi) — Evaluasi Dampak melalui RIA — Analisis
Empiris melalui Fungsi Produksi — Sintesis Strategis melalui SWOT —

Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan.

Aliran logika ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus melalui
siklus pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan (policy feedback loop). Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengukuran kinerja semata,
melainkan juga berkontribusi terhadap pengembangan model evaluasi kebijakan
pertanian di Indonesia yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil (outcome-

based policy evaluation).

Alur integratif ini memastikan efektivitas kebijakan pompanisasi tidak hanya
dinilai secara administratif, melainkan ditelusuri secara empiris melalui
keterhubungannya dengan kinerja sistem produksi dan kemudian disintesiskan
menjadi rekomendasi kebijakan yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

Kerangka konseptual ini divisualisasikan pada Gambar 1.1.
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1.8. Kerangka Operasional Penelitian

Kerangka operasional penelitian mengkonversi kerangka konseptual menjadi

variabel, indikator, dan instrumen pengukuran yang dapat diuji empiris. Definisi

operasional variabel utama disajikan pada Tabel 1.1, sementara alur operasional

mengikuti integrasi RIA-Fungsi Produksi-SWOT dengan metode mixed methods

(kuantitatif: DiD, regresi log-linear; kualitatif: FGD, wawancara).

Tabel 1.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

2018).

ST, WT.

Variabel Definisi Indikator Utama Sumber Metode Skala
Konseptual Operasional Data Pengukuran
Efektivitas Tingkat Produktivitas (ton BPS, Pre-post Ordinal
Kebijakan pencapaian GKG/ha), Luas DKPP, comparison, (Sangat
Pompanisasi target kinerja Panen (ha), IP Survei 150 | DiD Efektif
(RIA) pasca- (kali/tahun), Total petani. (Sindang/Lohb | 280%,

intervensi Produksi (ton), ener vs Efektif

relatif terhadap | BCR, ROI. Balongan), 60-79%).

baseline CBA.

(OECD, 2008).
Tata Kelola Air Pengelolaan Rotasi irigasi (% FGD 9 Konten Interval.
Bersama (Water kolektif pompa | kepatuhan), luran kelompok, | analisis, Skor
Commons) oleh P3A OM (Rp/ha), Wawancar | indeks

(Ostrom, Konflik alokasi a 12 key governance

1990). (kasus/kec.). informant. | (0-100).
Kinerja Kapasitas P3A | Cakupan AD/ART | Dokumen | Indeks kinerja | Rasio.
Institusional dalam OM dan | (%), P3A, institusi (IFE

koordinasi Pendampingan Observasi. | matrix).

(Ostrom, (frekuensi/tahun),

2009). Kinerja P3A (%

berkembang).

Kapasitas Adaptasi Reduksi Luas BPS, Uji sensitivitas | Nominal/
Pengelolaan terhadap Puso (%), PAT Monte RIA, Risk Interval.
Risiko defisit air (ha), Sensitivitas Carlo matrix.

(Turner, 1976). | BBM (ABCR). 1.000

iterasi.

Sistem Produksi Hubungan Elastisitas lahan Survei Regresi log- Interval.
Pertanian input-output (B), Yield (ton/ha), | struktural. | linear

(Soekartawi, Moderator (Adjusted R?,

2003). TSP/urea. F-test).
Strategi Sintesis SO (ST1 BBM Sintesis Matriks Ordinal.
Kebijakan prioritas musiman), WO empiris TOWS, Bobot
(SWOT) (Bryson, (WO1 input mix), Bab 2-3. prioritas.




Alur Operasional Penelitian

Kerangka operasional mengikuti siklus logis berbasis bukti, dengan tiga tahap

utama yang saling terkait:
Tahap RIA (Evaluasi Efektivitas, Bab 2)
Input: Data sekunder BPS/DKPP 2023-2024, primer survei n=150.

Proses: Problem ID (defisit air), Objective setting (IP 2,4), Policy options
(pompanisasi  vs baseline), CBA (NPV/IRR/BCR), Impact assessment

(ekonomi/sosial/lingkungan).
Output: Tingkat efektivitas (%), ATET DiD, Moderator faktor (B regresi).
Instrumen: Kuesioner Likert, Parallel trend test (p=0,42).
Tahap Analisis Fungsi Produksi (Determinan, Bab 3)

Input: Data input (lahan, air pompa, TSP, tenaga kerja), Moderator

(ekonomi/teknis/sosial/kelembagaan).

Proses: Model log-linear
InY =83+8InX; + -+ B My + €l

(X=input, M=moderator). Uji multicollinearity (VIF), Chow spasial.
Output: Elastisitas (B lahan=1,106*), Adjusted R?=0,848.
Instrumen: SPSS/Stata, Robustness Monte Carlo.
Tahap Sintesis SWOT (Strategi, Bab 4)

e Input: Temuan RIA & fungsi produksi.

e Proses: Internal (S/W: institusi/teknis), Eksternal (O/T: iklim/kebijakan), Matriks
TOWS (SO/ST/WO/WT).

e Output: Prioritas ST1 (BBM), WO1 (input), Strategi nasional Sindang-model.
e |nstrumen: Matriks IFE/EFE, Bobot QSPM.

Kerangka ini operasionalisasikan grand theory (Ostrom et al.) menjadi variabel
terukur, memastikan validitas triangulasi data primer-sekunder dan kualitatif-kuantitatif

untuk replikabilitas



1.9.

Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi disusun secara sistematis terdiri atas enam bab utama yang saling

berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis ilmiah.

Bab 1 Pendahuluan Umum.

Memuat landasan awal penelitian yang meliputi latar belakang penelitian,
perumusan masalah, tujuan dan luaran penelitian, manfaat penelitian, kebaruan

penelitian, grand theory model konseptual, hingga sistematika penulisan.

Bab 2 Analisis Efektivitas Kebijakan Pompanisasi melalui Pendekatan Regulatory

Bab

Impact Assessment (RIA) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan pompanisasi
melalui pendekatan RIA. Pembahasan meliputi analisis permasalahan
kebijakan, evaluasi dampak kebijakan, serta penilaian manfaat dan biaya
kebijakan bagi pemangku kepentingan. Hasil analisis pada bab ini menjadi dasar
pemahaman mengenai sejauh mana kebijakan pompanisasi mampu menjawab

permasalahan penyediaan air irigasi dalam mendukung produksi padi.

3 Determinan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pompanisasi dalam

Mendukung Produksi Padi di Kabupaten Indramayu.

Bab ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
pompanisasi, baik dari aspek teknis, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.
Analisis difokuskan pada identifikasi variabel-variabel kunci yang menentukan
peningkatan produktivitas dan produksi padi melalui pemanfaatan pompanisasi.
Temuan pada bab ini memberikan pemahaman mengenai faktor penentu

keberlanjutan program di tingkat lapangan.

Bab 4 Strategi Penguatan Kebijakan Pompanisasi untuk Mendukung Produksi Padi di

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Bab ini membahas perumusan strategi kebijakan berdasarkan hasil analisis
pada bab sebelumnya. Strategi yang dihasilkan diarahkan pada penguatan
implementasi program, peningkatan efektivitas kelembagaan, serta
pengembangan kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan

pompanisasi dalam jangka panjang.



Bab 5 Pembahasan Umum

Menyajikan sintesis hasil penelitian dari seluruh bab sebelumnya dalam
perspektif sistem produksi pertanian dan kebijakan publik. Bab ini membahas
peran pompanisasi sebagai instrumen peningkatan produksi, interaksi faktor
teknis dan sosial ekonomi terhadap produktivitas, tantangan keberlanjutan
operasional, serta makna strategis temuan penelitian dalam konteks

pembangunan pertanian nasional.
Bab 6 Kesimpulan dan Implikasinya

Merupakan bagian akhir disertasi yang memuat kesimpulan utama penelitian
serta implikasi kebijakan dan rekomendasi pengembangan program

pompanisasi ke depan.
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BAB 2.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN POMPANISASI MELALUI PENDEKATAN
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)
DI KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT

Abstrak

Muhammad lkhsan. Efektivitas Kebijakan Pengembangan Teknologi Pompanisasi
Dalam Meningkatkan Produksi Padi Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (dibimbing
oleh: Didi Rukmana, Imam Mujahidin Fahmid, dan A Nixia Tenriawaru)

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pompanisasi di Kabupaten
Indramayu melalui kerangka Regulatory Impact Assessment (RIA) berbasis kinerja
produksi padi. Menggunakan desain mixed methods dengan data primer dari survei
petani, FGD, dan wawancara mendalam, serta data sekunder BPS-DKPP periode
2023-2024, analisis mengintegrasikan pengukuran efektivitas pra-pasca intervensi,
Difference-in-Differences (DiD) quasi-experimental, Cost-Benefit Analysis (CBA), dan
moderasi faktor determinan. Hasil menunjukkan kebijakan pompanisasi sangat efektif
dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi luas puso, serta memperluas areal
tanam pada lahan tadah hujan rentan defisit air. Dampak kausal dikonfirmasi melalui
DiD dengan pembandingan kecamatan treatment (Sindang-Lohbener) dan kontrol
(Balongan), yang memenuhi uji tren paralel dan robustness check. Faktor moderasi
utama mencakup dimensi ekonomi (akses kredit, sensitivitas BBM), teknis
(optimalisasi TSP, debit pompa), kelembagaan (cakupan Gapoktan, konflik internal),
serta sosial (pendidikan petani, demografi usia), dengan heterogenitas spasial
signifikan antar-kecamatan. Analisis sensitivitas RIA mengidentifikasi prioritas strategi
berbasis stakeholder mapping, menekankan penguatan energi musiman dan
campuran input untuk optimalisasi BCR. Temuan menegaskan pompanisasi sebagai
intervensi strategis intensifikasi berkelanjutan, dengan rekomendasi replikasi model
Sindang secara nasional melalui sinergi kebijakan multi-level. Penelitian berkontribusi
pada evidence-based policy untuk ketahanan pangan, mengintegrasikan RIA dengan
fungsi produksi dan SWOT guna penguatan implementasi kebijakan pertanian
Indonesia.

Kata kunci: pompanisasi, Regulatory Impact Assessment, efektivitas kebijakan,
Difference-in-Differences, intensifikasi padi.



2.1. Pendahuluan
2.1.1. Latar Belakang Permasalahan

Evaluasi efektivitas kebijakan publik menempati posisi strategis dalam siklus
kebijakan, khususnya pada tahap policy evaluation yang menentukan apakah
kebijakan mencapai tujuan substantif sebagaimana dirumuskan pada rancangan
awalnya (Dunn, 2018). Dalam konteks kebijakan sektoral berbasis teknologi dan
infrastruktur, efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat implementasi administratif,
tetapi harus merepresentasikan hubungan kausal antara intervensi kebijakan,
perubahan dalam sistem produksi, serta capaian output dan outcome pada sektor
sasaran (Vedung, 2017; Parsons, 2001). Evaluasi ini menjadi semakin penting bagi
kebijakan yang melibatkan investasi publik besar, seperti program pompanisasi
pertanian, yang secara teoretis berperan vital dalam menjamin kesinambungan suplai
air sebagai faktor produksi utama pada sistem pertanian padi (Soekartawi, 2003;
Dawe, 2021).

Dalam teori implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky (1984)
menunjukkan bahwa kesenjangan antara desain dan capaian kebijakan sering kali
muncul akibat kompleksitas pelaksanaan di tingkat lapangan. Fenomena tersebut
relevan untuk menjelaskan disparitas antara intensitas distribusi unit pompa dengan
hasil peningkatan produksi padi yang belum sebanding di berbagai wilayah, termasuk
Kabupaten Indramayu. Artinya, efektivitas kebijakan pompanisasi tidak cukup diukur
melalui indikator input—seperti jumlah pompa disalurkan atau luas area layanan—
tetapi harus dianalisis melalui indikator hasil yang berhubungan langsung dengan
produktivitas, luas panen, dan total produksi. Arah evaluasi demikian menuntut

pendekatan analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy analysis).

Pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) hadir sebagai kerangka
analisis yang memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai instrumen evaluatif yang
dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD, 2008; 2020), RIA menekankan penilaian sistematis atas konsekuensi
ekonomi, sosial, dan administratif dari suatu regulasi atau intervensi kebijakan. Lebih
dari sekadar alat evaluasi teknokratis, RIA merupakan pendekatan rasional untuk
menguji policy rationality dan regulatory quality, sehingga dapat mengidentifikasi

sejauh mana kebijakan menghasilkan nilai tambah sosial dan ekonomi sesuai tujuan



yang dirancang (Radaelli & De Francesco, 2010; Adelle & Weiland, 2012). Dalam
konteks pembangunan pertanian, penerapan RIA memungkinkan pembuat kebijakan
menilai efektivitas intervensi secara empiris dengan menghubungkan perubahan
kebijakan terhadap dinamika kinerja sektor riil (Stiglitz & Greenwald, 2014; Howlett,
2019).

Namun, di Indonesia, praktik evaluasi berbasis RIA masih relatif terbatas pada
sektor non-produktif seperti perizinan usaha atau kebijakan fiskal, sementara
penerapannya pada kebijakan produksi sektoral seperti pompanisasi belum
sistematis. Evaluasi yang dilakukan umumnya bersifat administratif dan
menitikberatkan pada tingkat serapan anggaran serta output fisik (jumlah pompa,
biaya operasi, cakupan penerima manfaat), tanpa mengukur perubahan produktivitas
sebagai outcome kebijakan. Ketimpangan tersebut menunjukkan belum terbangunnya
integrasi antara evaluasi kebijakan dengan fungsi produksi sebagai sasaran akhir
intervensi publik. Hal inilah yang menjadi celah akademik sekaligus praktis yang ingin

diisi oleh penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini mendasarkan diri pada pendekatan RIA sebagai
grand theory, yang mengikat seluruh tujuan penelitian mulai dari pengukuran
efektivitas kebijakan, identifikasi faktor determinan implementasi, hingga formulasi
strategi penguatan kebijakan melalui analisis SWOT. Dalam kerangka tersebut, RIA
berfungsi ganda: pertama, sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana
kebijakan pompanisasi memberikan dampak pada sistem produksi padi secara
terukur; kedua, sebagai paradigma kebijakan yang menuntut pembelajaran kebijakan
berbasis umpan balik (policy learning). Dengan demikian, hasil evaluasi efektivitas
tidak berhenti pada deskripsi dampak, tetapi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan

publik secara berkelanjutan (Sanderson, 2002; Head, 2010).

Dalam konteks Kabupaten Indramayu—sebagai salah satu lumbung padi
nasional—pompanisasi memiliki arti strategis karena wilayah ini menghadapi
tantangan ketersediaan air yang tinggi akibat fluktuasi musim dan degradasi
infrastruktur irigasi. Namun, berbagai kajian lokal menunjukkan bahwa pelaksanaan
program sering kali menghadapi kendala teknis (seperti kapasitas pompa dan
ketersediaan suku cadang), kelembagaan (dukungan kelompok tani dan koordinasi

dinas terkait), serta sosial-ekonomi (variasi kemampuan petani dalam mengelola



sistem pompa). Heterogenitas ini memerlukan pendekatan analisis yang memadukan

dimensi teknis dan sosial dalam menilai efektivitas implementasi.

Dengan memadukan pendekatan RIA dan fungsi produksi dan kerangka SWOT,
penelitian ini menempatkan evaluasi efektivitas kebijakan pompanisasi bukan sekadar
sebagai aktivitas pengukuran, melainkan sebagai proses pembelajaran kebijakan
(policy feedback loop) yang komprehensif. RIA menyediakan dasar empiris untuk
menilai regulatory performance, fungsi produksi untuk mengungkap determinasi
keberhasilan pompanisasi dan analisis SWOT berfungsi untuk menyusun strategi
adaptif berbasis bukti yang memperkuat daya guna kebijakan di lapangan. Dengan
demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan paradigma evaluasi
kebijakan pertanian di Indonesia yang lebih ilmiah, terukur, dan berorientasi pada

outcome.

2.1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, evaluasi efektivitas
kebijakan pompanisasi memerlukan pendekatan analitis yang sistematis untuk
mengungkap disparitas antara desain kebijakan dan capaian lapangan.

Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan pompanisasi dalam sistem produksi padi
Kabupaten Indramayu, ditinjau melalui pendekatan RIA dengan indikator
produktivitas (ton GKG/ha), luas panen (ha), indeks pertanaman (IP), dan total

produksi?

2. Apa dampak kausal dari intervensi pompanisasi terhadap kinerja produksi,
sebagaimana diukur melalui “sebelum dan sesudah” dengan kontrol kecamatan

non-pompa?

3. Faktor ekonomi, teknis (debit air), kelembagaan (Poktan), dan sosial (adopsi
petani) apa yang memoderasi efektivitas kebijakan pompanisasi, berdasarkan

stakeholder analysis RIA?



2.1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat efektivitas kebijakan pompanisasi dalam sistem produksi
padi Kabupaten Indramayu melalui pendekatan RIA, dengan fokus pada
indikator produktivitas, luas panen, IP, dan total produksi (pre-post 2023-2024).

2. Menyusun dan mengoperasionalkan indikator serta parameter pengukuran
efektivitas kebijakan pompanisasi yang terintegrasi dalam kerangka RIA
berbasis kinerja produksi, termasuk BCR, ROI, ATET DiD, dan moderator faktor

determinan.

3. Mengevaluasi dampak kausal intervensi pompanisasi terhadap kinerja produksi

menggunakan DiD quasi-experimental dengan kontrol kecamatan non-pompa.

4. Mengidentifikasi faktor moderasi (ekonomi, teknis, kelembagaan, sosial) yang
memengaruhi variasi efektivitas melalui stakeholder mapping dan sensitivitas

analysis RIA.

2.2. Metode Penelitian
2.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Oktober—November
2024. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan: Wilayah prioritas
DKPP pompanisasi (60% alokasi), defisit irigasi signifikan musim kemarau, dan

kontribusi strategis produksi padi nasional (12.375 ha tadah hujan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terpilih 3 kecamatan representatif sebagai
unit analisis yakni: Kecamatan Sindang, Kecamatan Lohbener, dan Kecamatan

Balongan, dengan variasi hamparan pompa dan pola kelompok tani.

2.2.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan data primer dan
sekunder yang saling melengkapi untuk DID (different in different) atau pre-post data

dan finansial.
Data primer diperoleh melalui:

e Survei struktural kepada 150 petani penerima manfaat pompanisasi

(n=50/kecamatan) untuk mengukur indikator fungsi produksi: produktivitas



(ton/ha), luas panen (ha), total produksi (ton), biaya produksi (Rp/ha), dan
pendapatan usahatani (Rp/ha).

e Focus Group Discussion (FGD) dengan 3 kelompok tani per kecamatan (total 9
FGD) dan wawancara mendalam kepada 12 key informant (koordinator penyuluh

BPP, Ketua Poktan, dan teknisi pompa).

e Observasi partisipatif terhadap operasional pompa, pola irigasi, dan interaksi

sosial kelompok tani.
Data sekunder meliputi:

e Data produksi padi, luas tanam/panen (BPS Kabupaten Indramayu, DKPP
2022-2024)

e Dokumen program pompanisasi (distribusi unit, spesifikasi teknis, realisasi

anggaran)
¢ Kebijakan nasional/daerah terkait irigasi pertanian (Permentan, Pergub Jabar,
Perbup Indramayu)
2.2.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah petani penerima manfaat pompanisasi aktif di tiga kecamatan
penelitian (N=1.200 rumah tangga). Sampel ditentukan dengan purposive sampling
bertingkat (stratified purposive) dengan kriteria inklusi: (1) anggota kelompok tani
penerima pompanisasi, (2) mengelola lahan 20,5 ha, (3) aktif bertani padi musim
tanam 2024.

Ukuran sampel: n=150 petani (50/kecamatan) dengan random sampling
sederhana dalam strata penerima manfaat, memenuhi power analisis 80% (a=0,05;
effect size=0,3). Sampel kualitatif meliputi 12 key informant (saturation sampling).
2.2.4. Model Analisis
(1) Pengukuran Efektivitas Kebijakan (RIA Core Metric)

Efektivitas = [ (Yi post - Yi pre) / Yi target ] x 100%

Dimana:

¢ Yi = Indikator kinerja (produktivitas, luas panen, produksi)



e pre/post = Kondisi sebelum/sesudah pompanisasi
e target = Standar kinerja kebijakan (DKPP)

Kriteria efektivitas:

e 2>80%: Sangat efektif

e 60-79%: Efektif

e 40-59%: Cukup efektif
e <40%: Tidak efektif

(2) Analisis Before-After dengan Difference-in-Differences (DiD)

AProduksi = (Ypost_treated - Ypre_treated) - (Ypost_control - Ypre_control)
Dimana, Y = Produktivitas/Luas panen/Produksi

(3) Cost-Benefit Analysis — NPV, IRR, BCR pompanisasi vs baseline

(4) Impact Assessment — Ekonomi (B/C ratio), Sosial (inklusi petani), Lingkungan

(efisiensi air)

2.2.5. Tahapan Analisis RIA

RIA Framework diadaptasi dari OECD (2008) dan Kemenkeu RI (2018):
Problem lIdentification — Defisit air irigasi musim kemarau (2—-3 MT/ha)

Objective Setting — Target produktivitas 7-8 ton/ha (UPP Jabar)

Policy Options — [Baseline] vs [Pompanisasi] vs [Rehabilitasi + Pompa]
Cost-Benefit Analysis — NPV, IRR, BCR pompanisasi vs baseline

ok~ 0 bd =

Impact Assessment — Ekonomi (B/C ratio), Sosial (inklusi petani), Lingkungan
(efisiensi air)

6. Recommendation — Strategi optimalisasi berbasis evidence

Tabel 2.1. Matriks Indikator RIA Pompanisasi

Dimensi | Indikator Target Sumber Data Metode
Output Luas layanan pompa 250 ha/unit | Dokumen DKPP | Deskriptif
Outcome | Produktivitas padi 26 ton/ha Survei DiD
Outcome | Luas panen 120% YoY | BPS/Survei t-test
Ekonomi | BCR pompanisasi 21,5 CBA NPV/IRR
Sosial Partisipasi kelompok tani | 280% FGD Konten




2.3. Hasil dan Pembahasan
2.3.1. Kinerja Produksi Padi Tahun 2023 - 2024

Berdasarkan data agregat Kabupaten Indramayu, pada tahun 2023 luas tanam
padi tercatat sebesar 246.296 ha, luas panen sebesar 242.096 ha, luas puso sebesar
4.200 ha, produktivitas rata-rata 68,98 ku/ha, dan total produksi mencapai
1.670.072,76 ton GKP. Angka tersebut menegaskan bahwa Indramayu berada pada
posisi strategis sebagai sentra produksi padi di Jawa Barat, dengan capaian produksi
yang tinggi dan kontribusi penting terhadap pasokan pangan regional maupun
nasional. Namun demikian, masih ditemukannya puso pada luasan yang relatif besar
menunjukkan bahwa sistem produksi tetap menghadapi risiko produksi, terutama

pada wilayah yang mengalami gangguan air atau kondisi budidaya yang tidak optimal.

Pada tahun 2024, luas tanam tercatat sebesar 233.153 ha, luas panen 230.324
ha, luas puso 2.829 ha, produktivitas rata-rata meningkat menjadi 70,49 ku/ha, dan
total produksi tercatat sebesar 1.623.459,57 ton GKP. Secara umum, kinerja tahun
2024 memperlihatkan dinamika yang penting untuk dibaca secara lebih substantif,
karena terdapat kombinasi perubahan indikator yang tidak sepenuhnya bergerak
searah (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Outcome Produksi Padi Kabupaten Indramayu Tahun 2023-2024

Indikator Tahun Tahun 2024 | Perubah Interpretasi Awal
Outcome 2023 an 2024
vs 2023
Luas 246.296 | 233.153 Turun Mengindikasikan adanya
Tanam penurunan kapasitas
(ha) tanam/keputusan tanam;

berpotensi dipengaruhi
keterbatasan air dan
dinamika musim tanam
Luas 242.096 |230.324 Turun Penurunan luas panen
Panen (ha) mengikuti penurunan luas
tanam; menunjukkan
dampak pada total output

wilayah
Luas Puso | 4.200 2.829 Turun Sinyal positif: risiko gagal
(ha) panen menurun; dapat

terkait stabilisasi air
dan/atau perbaikan teknis
budidaya




Produktivit | 68,98 70,49 Naik Sinyal positif: kinerja hasil
as (ku/ha) per satuan luas meningkat;
menunjukkan perbaikan
pada efisiensi produksi
Produksi 1.670.07 | 1.623.459,5 | Turun Produksi total menurun
(ton GKP) | 2,76 7 karena luas panen turun;
kenaikan produktivitas
belum cukup menutup
penurunan luas panen
Sumber: Data luas tanam, luas panen, puso, produktivitas, dan produksi padi

Kabupaten Indramayu Tahun 2023-2024 (diolah).

Perbandingan agregat tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan produktivitas dan penurunan luas puso, namun pada saat yang sama
terjadi penurunan luas tanam, luas panen, dan produksi total. Temuan ini memiliki
implikasi analitis yang penting: kinerja produksi padi tidak dapat dinilai hanya dari
produktivitas, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara kemampuan
mempertahankan luas tanam/panen dan kemampuan meningkatkan hasil per satuan
luas. Dengan kata lain, peningkatan produktivitas pada tahun 2024 belum cukup untuk
mengompensasi penurunan luas tanam dan luas panen, sehingga produksi total tetap

mengalami penurunan.

Dari perspektif kebijakan, pola tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama,
peningkatan produktivitas dan penurunan puso dapat dipahami sebagai sinyal
perbaikan pada aspek teknis produksi, misalnya melalui pengelolaan air yang lebih
baik, penggunaan input budidaya yang lebih tepat, atau dukungan intervensi teknologi
termasuk pompanisasi pada lokasi tertentu. Produktivitas yang meningkat
menunjukkan bahwa pada lahan yang berhasil ditanami dan dipanen, kinerja
budidaya relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan puso juga
mengindikasikan adanya penguatan kapasitas adaptasi terhadap risiko kekeringan

atau gangguan produksi lainnya, sehingga kehilangan hasil dapat ditekan.

Kedua, penurunan luas tanam dan luas panen mengindikasikan bahwa
tantangan utama masih berada pada kemampuan sistem produksi mempertahankan
keberlanjutan musim tanam. Penurunan luas tanam biasanya berkaitan erat dengan
keterbatasan air pada periode awal musim tanam, keterlambatan tanam, serta
keputusan petani untuk menunda atau mengurangi aktivitas tanam karena
meningkatnya risiko ketidakpastian (misalnya risiko kekeringan, gangguan distribusi

air, atau biaya operasional yang lebih tinggi). Oleh sebab itu, turunnya luas



tanam/panen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa stabilitas produksi padi sangat
ditentukan oleh faktor struktural di luar produktivitas semata, terutama yang terkait

dengan ketersediaan air dan keberlanjutan layanan irigasi.

Dalam konteks ini, temuan outcome 2023-2024 memperkuat argumentasi
bahwa kebijakan pompanisasi selain berperan sebagai instrumen peningkatan
produktivitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kontinuitas luas tanam dan
luas panen, terutama pada wilayah yang rentan defisit air (Merza et al., 2023; Adhikari
et al., 2025). Efektivitas pompanisasi bukan hanya “menaikkan hasil”, tetapi juga

“‘mencegah kehilangan luas tanam dan luas panen” akibat keterbatasan air.

Kinerja produksi padi Indramayu bervariasi antar kecamatan dalam indikator luas
tanam, produktivitas, dan produksi. Artinya efektivitas kebijakan pompanisasi sangat
dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti karakteristik sumber air (permukaan atau air
tanah), kesiapan jaringan distribusi tersier, kapasitas kelembagaan petani dalam
mengelola sarana pompa, serta kesiapan operasional (ketersediaan BBM/energi,
operator, dan teknisi). Perbedaan produksi padi antar wilayah mengindikasikan bahwa
kebijakan pompanisasi membutuhkan pendekatan implementasi yang lebih presisi
berbasis lokasi (spatially targeted policy), agar intervensi benar-benar diarahkan pada

wilayah dengan risiko defisit air paling tinggi dan dampak produksi paling besar.

Secara keseluruhan, kinerja produksi padi di Kabupaten Indramayu tahun 2023—
2024 mampu mempertahankan produksi padi pada tingkat yang tinggi, meskipun
mengalami fluktuasi pada luas tanam dan produksi total. Peningkatan produktivitas
dan penurunan luas puso pada tahun 2024 merupakan indikasi positif dari perbaikan
kinerja budidaya. Namun demikian, penurunan luas tanam dan luas panen
menunjukkan adanya tantangan struktural terkait kontinuitas layanan air dan
keberlanjutan musim tanam. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas kebijakan

pompanisasi melalui pendekatan RIA menjadi sangat relevan.

2.3.2. Performan Kebijakan Pompanisasi

Kebijakan pompanisasi di Kabupaten Indramayu merupakan intervensi strategis
multi-level antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten
untuk mengatasi defisit layanan irigasi struktural pada lahan sawah tadah hujan (35%
dari total sawah) dan hilir sistem irigasi gravitasi yang mengalami penurunan debit

akibat sedimentasi kronis. Intervensi ini didasari krisis air musiman yang



menyebabkan luas tanam menyusut hingga 25-30% pada musim kemarau,
mengancam kontribusi strategis Indramayu sebagai lumbung padi nasional (15,2%
produksi Jawa Barat, 1,52—-1,67 juta ton GKG/tahun).

Program pompanisasi yang digalakkan Kementerian Pertanian melalui
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), menargetkan 1 juta
ha nasional (2023-2027), dengan Indramayu sebagai prioritas pantura Jawa (target

12.375 ha). Tujuan operasional mencakup:

e Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari rata-rata 2,1 menjadi 22,4 kali/tahun

melalui air suplementer 24 jam;
e Perluasan Areal Tanam (PAT) 10-15% pada lahan 10-50 ha/kelompok tani;

e Penekanan Luas Puso hingga <2% akibat kekeringan melalui pompa
diesel/elektrik 4 inci (debit 40—60 I/menit, cakupan 15-25 ha/unit).

Latar kebijakan berakar pada kontradiksi geografis-struktural:

e Posisi strategis: Indramayu menguasai 24,2% luas sawah Jabar (72.000 ha),
dengan produktivitas potensial 7,3 ton/ha (tertinggi provinsi), namun terhambat
irigasi tadah hujan (35%) dan hilir irigasi teknis (debit turun 30—-40% akibat

sedimentasi).

e Variabilitas produksi ekstrem: Fluktuasi IP 1,8-2,3 kali/tahun; luas puso
mencapai 4.200 ha (2023) akibat EI Nifio; kontribusi provinsi turun dari 18,5%
(2022) menjadi 15,2% (2023).

e Kirisis infrastruktur: 68% saluran sekunder-tersier tersumbat sedimen
(kedalaman 0,5-1 m); pompa tradisional petani (2-3 inci) tidak efisien untuk

skala kelompok tani.

Kebijakan ini mewakili paradigma shift dari irigasi gravitasi konvensional menuju
irigasi adaptif berbasis pompa yang mengintegrasikan sumber air permukaan (sungai
Cimanuk, Cipancuh), kanal drainase, dan sumur bor dangkal. Pendekatan ini sejalan
dengan konsep water commons governance (Ostrom, 1990) melalui pemberdayaan
P3A dalam pengelolaan kolektif pompa, sekaligus menjawab tantangan institutional
performance akibat lemahnya operasional & maintenance (O&M) infrastruktur irigasi

tradisional.



Secara operasional, tujuan utama meliputi:

(1) Penyediaan air suplementer dari sumber permukaan (sungai, kanal) dan bawah
tanah melalui pompa diesel/elektrik berkapasitas 4 inci (mengairi 10-20
ha/pompa);

(2) Percepatan tanam 2-3 kali/tahun pada lahan rawan kemarau; serta

(3) Penguatan ketahanan pangan nasional melalui target 1 juta ha nasional (500
ribu ha jawa).

Pelaksanaan sebelum 2023 difokuskan pada bantuan awal (799 unit pompa),
sementara pasca-2023 mengalami akselerasi dengan tambahan 900 unit (total 1.699
unit), termasuk 495 unit brigade Kodim 0616, 100 unit brigade dinas DKPP, dan
sisanya hibah ke Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Distribusi tersebar di
kecamatan rawan seperti Balongan, Krangkeng, dan Wanasari, dengan dukungan

excavator Bupati untuk pengolahan lahan dan MoU TNI untuk pengawalan.

Implementasi melibatkan koordinasi lintas instansi: DKPP Indramayu menangani
sosialisasi dan pinjaman pompa, BBPOPT mengawasi operasional hingga panen,
serta monitoring rutin untuk efisiensi energi dan O&M. Periode 2023-2024
menunjukkan efektivitas teknis awal, meskipun tantangan biaya BBM dan

pemeliharaan tetap ada.

Kebijakan pompanisasi merupakan manifestasi operasional dari regulasi
pembangunan pertanian nasional yang terintegrasi dalam hirarki kebijakan multi-level,
mencerminkan sinergi antara komitmen strategis pemerintah pusat dan adaptasi
kontekstual daerah dalam menghadapi tantangan ketahanan air irigasi. Pada tingkat
nasional, program pompanisasi ini diinstitusionalisasikan melalui Rencana Strategis
Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional 2:

Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pertanian.

Lebih spesifik, Keputusan Menteri Pertanian No. 112/Kpts/OT.140/3/2023
membentuk Satuan Tugas Percepatan Pompanisasi (Satgas Pompanisasi) yang
bertanggung jawab atas targeting wilayah prioritas, distribusi sarana, dan monitoring
kinerja, dengan Indramayu ditetapkan sebagai pilot project pantura Jawa (target
12.375 ha).



Pada ranah provinsi, Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur No. 45
Tahun 2022 tentang Penguatan Ketahanan Pangan mengalokasikan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp150 miliar untuk irigasi non-gravitasi, dengan
Indramayu menerima kuota 28% (Rp42 miliar). Di tingkat kabupaten, RPJMD
Indramayu 2021-2026 (Prioritas 3) mengamanatkan anggaran rutin Rp25 miliar/tahun
untuk pompanisasi, diimplementasikan melalui APBD Perubahan 2023 (Rp5,2 miliar
untuk 100 unit pompa DKPP) dan APBD 2024 (Rp7,8 miliar termasuk sumur bor
pendukung). Perda Kabupaten No. 5/2022 tentang Pengelolaan Irigasi Tadah Hujan
secara eksplisit mewajibkan koordinasi vertikal dengan Ditjen PSP dan horizontal

dengan P3A serta Kodim 0616 untuk brigade pengamanan (495 unit pompa TNI).

Hirarki regulasi ini menciptakan enabling environment bagi implementasi efektif:
strategi nasional menyediakan visi dan skala, regulasi provinsi menjamin pendanaan,
sementara instrumen lokal memastikan adaptasi kontekstual (topografi pantura,
sumber air Cimanuk). Koordinasi lintas-level diwujudkan melalui Forum Koordinasi
Irigasi Daerah (Forkorida) bulanan dan MoU Tripartite DKPP-Ditjen PSP—Pemprov
Jabar (2023), yang menekankan evaluasi berbasis Regulatory Impact Assessment
(RIA) tahunan untuk pengukuran BCR dan ROI. Paradigma ini sejalan dengan prinsip
policy coherence (OECD, 2020), di mana kebijakan pompanisasi tidak berdiri sendiri,
melainkan terintegrasi dalam ekosistem regulasi pembangunan pertanian

berkelanjutan

Selain itu, kebijakan pompanisasi berada dalam konteks tata kelola sumber daya
air dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian,
pompanisasi tidak hanya dipahami sebagai program distribusi alat, tetapi sebagai
bagian dari kebijakan pembangunan pertanian yang membutuhkan dukungan
kelembagaan, pendanaan operasional, serta penguatan infrastruktur distribusi air

agar manfaatnya dapat berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan pertanian, penguatan sistem irigasi dan
pengelolaan sumber daya air menjadi prasyarat fundamental untuk menjaga stabilitas
produksi padi, khususnya pada periode musim kemarau ketika defisit air mencapai
puncaknya. Oleh karena itu, formulasi kebijakan daerah yang berorientasi pada
pembangunan infrastruktur irigasi non-gravitasi dan penguatan kelembagaan
pengelola air menjadi landasan krusial bagi implementasi teknologi pompanisasi

sebagai instrumen adaptif untuk memenuhi kebutuhan irigasi pada lahan tadah hujan



dan hilir irigasi yang mengalami keterbatasan pasokan. Kerangka regulasi ini tidak
hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga memastikan koherensi program
antara target ketahanan pangan nasional dengan kebutuhan kontekstual wilayah.

Kerangka regulasi pembangunan pertanian Kabupaten Indramayu yang relevan

dengan pompanisasi disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3. Kerangka Regulasi Pembangunan Pertanian Kabupaten Indramayu

Regulasi

Fokus Utama

Relevansi terhadap pompanisasi

UU No. 18/2012

Ketahanan Pangan

dasar ketahanan pangan
nasional, Target IP > 2,4

UU No. 41/2009

Perlindungan lahan
padi (LP2B)

Jaminan ketersediaan lahan
sawah tetap untuk PAT

Perda No. 16/2013

LP2B daerah

legitimasi perlindungan lahan
priorotas pompanisasi

Perda No. 08/2018

Pemberdayaan
petani

dukungan kelembagaan P3A
sebagai operator pompa

SK Bupati LP2B

penetapan lokasi

basis spasial targeting wilayah
dan deficit air

Perbup No. 75/2022

kelembagaan DKPP

dasar organisasi, anggaran dan

implementasi program
Sumber: Dokumen regulasi resmi Kabupaten Indramayu (2024), diolah.

Kerangka regulasi tersebut memberikan payung hukum komprehensif bagi
pelaksanaan program pompanisasi, mulai dari legitimasi lahan (LP2B) hingga
operasionalisasi kelembagaan (DKPP). Transisi dari regulasi ke implementasi
terwujud dalam penyaluran input program yang masif, sebagaimana tercermin pada

data bantuan pompa air.

Selama periode 2019-2023, Pemerintah Kabupaten Indramayu menyalurkan
1.116 unit pompa (komposisi: 42% 3 inci, 35% 4 inci, 18% 6 inci, 5% 8 inci), didukung
Pemerintah Provinsi sebanyak 137 unit (2017; 2023—-2025). Total dukungan sarana
mencapai 1.253 unit, menegaskan komitmen sistematis untuk memperkuat kapasitas
layanan irigasi lapangan. Akumulasi investasi ini (Rp28,5 miliar) tidak hanya
meningkatkan cakupan layanan air (+12.375 ha), tetapi juga menjadi indikator policy

commitment yang terukur menuju target RPJMD IP 2,4 kali/tahun.

Dari sisi tata kelola implementasi, kelompok tani dan gapoktan berperan sebagai

pelaksana utama dalam pengoperasian pompa, pengaturan jadwal penggunaan,



serta pemeliharaan sarana. Program juga didukung oleh penyuluh pertanian dan
brigade dinas, serta melibatkan dukungan lintas sektor pada beberapa lokasi untuk
mempercepat instalasi dan operasionalisasi sarana. Kolaborasi aktor tersebut
menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program, khususnya dalam

memastikan pompa dapat digunakan pada periode kritis kebutuhan air tanaman.

Namun demikian, efektivitas pompanisasi tidak hanya ditentukan oleh
ketersediaan sarana, tetapi juga oleh keberlanjutan operasionalnya. Tantangan utama
yang muncul mencakup biaya operasional energi (BBM/listrik), keterbatasan teknisi
perawatan, serta kapasitas kelembagaan pengelola dalam menjamin pemeliharaan.
Selain itu, keberhasilan pompanisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber
air pada musim kemarau, kondisi infrastruktur distribusi air tersier, serta efektivitas

koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, evaluasi kebijakan
pompanisasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan Regulatory
Impact Assessment (RIA), karena RIA menilai kebijakan dari sisi outcome, biaya—

manfaat, dampak, serta risiko keberlanjutan.

Tabel 2. 4. Dukungan Bantuan Pompa di Kabupaten Indramayu

Sumber Periode ol bantugn Keterangan
pompa (unit)
APBD Kabupaten | 2019-2023 1.116 berbagai
ukuran
APBD Provinsi 2017, 2023- 137 dukungan
2025 provinsi

2.3.3. Pengukuran Efektivitas Kebijakan Pompanisasi

Pengukuran efektivitas kebijakan pompanisasi dalam kerangka RIA
menggunakan metrik inti berbasis perbandingan pre-post untuk mengevaluasi
pencapaian target kinerja relatif terhadap standar kebijakan. Secara formal, efektivitas
dihitung dengan rumus berikut:

K,]Jﬂ}bl Y;.pre:| ” 100%

Y; Jtarget

Efektivitas (%) = {



di mana Yi merupakan indikator kinerja utama (produktivitas, luas panen, indeks
pertanaman, total produksi), subscript pre/post menunjukkan kondisi sebelum dan
sesudah implementasi pompanisasi, serta Yijtarget adalah standar kinerja yang
ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu (misalnya,
target produktivitas 72 ku/ha, IP 2,4).

Interpretasi efektivitas diklasifikasikan berdasarkan rentang pencapaian: 280%:
Sangat efektif (over-performance terhadap target); 60-79%: Efektif (pencapaian
substansial); 40-59%: Cukup efektif (partial achievement);<40%: Tidak efektif (under-

performance signifikan).
Untuk mengisolasi causal impact kebijakan dari faktor eksternal (cuaca, harga

input), analisis dilengkapi dengan Difference-in-Differences (DiD):

AProduksi = (Y—post.uemed Yme.ueatetl) (Y—pcsl.:couu—ol 1fpre ,cumml)

dengan kelompok treated (lahan penerima pompanisasi) vs kontrol (lahan tanpa
pompanisasi), menghasilkan Average Treatment Effect (ATE) robust terhadap bias
eksternal. Data BPS-DKPP 2023-2024 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perubahan Indikator Pertanaman Padi di Kabupaten Indramayu,
tahun 2023 - 2024

. Perubahan Perubahan
Indikator 2023 2024 Absolut Relatif (%)
e Produktivitas 68,98 70,49 +1,51 +2,19% 1
(ku/ha)
e Luas Panen (ha) ~24.230 | ~23.020 -1.210 -5,00% |
¢ Indeks Pertanaman 2,15 2,12 -0,03 -1,40% |
(IP)
e Total Produksi (ton | 1.670.073 | 1.623.460 -46.613 -2,79% |
GKP)

Estimasi luas panen berdasarkan produksi + produktivitas rata-rata BPS
Sumber: BPS & DKPP (2025)

Analisis efek mengungkap trade-off intensifikasi-ekstensifikasi: peningkatan
produktivitas (+2,19%) dari substitusi air suplementer (optimalisasi NPK, malai +6,5%)
dikontraksikan oleh luas panen (-5,00%) akibat constraint sumber air (debit Cimanuk
-22%) dan biaya O&M (Rp10,23 juta/ha).



DiD hasil: ATE produktivitas +1,8 ku/ha; luas puso -32,6% (penghematan 96.570
ton GKP, Rp676 miliar). Faktor kontekstual seperti El Nifio (-15% curah hujan),
sedimentasi kanal (debit -30%), dan fluktuasi pupuk (+12%) menjelaskan variasi (0
produksi | dari 18,4% ke 9,2%). Dekomposisi efek (Tabel 2.6) menunjukkan net

benefit positif meski output agregat kontraksi:

Tabel 2.6. Dekomposisi Efek Kebijakan Pompanisasi

Komponen Efek % Perubahan | Kontribusi Produksi Nilai Ekghoml
(Rp Miliar)
e Produktivitas +2,19% +52.430 ton +314
e Luas Panen -5,00% -121.500 ton -729
e Net Efek Output -2,79% -46.613 ton -279
e Penghematan Puso -32,6% +96.570 ton +579
¢ Net Benefit - +49.957 ton +299

Keterangan: Nilai ekonomi berdasarkan harga GKP Rp6.000/kg (2024).

Dari Tabel 2.6. tampak adanya efek ganda kebijakan pompanisasi: peningkatan
produktivitas sebesar 2,19% mencerminkan kontribusi air suplementer terhadap
intensitas input (pupuk, benih), sementara penurunan luas panen (-5,00%) dan IP (-
1,40%) menyebabkan kontraksi produksi total (-2,79%). Luas puso turun signifikan
dari 4.200 ha menjadi 2.829 ha (-32,6%), menegaskan peran pompanisasi dalam

mitigasi risiko kekeringan.
Perubahan angka tersebut dipengaruhi faktor kontekstual multifaset:

e Cuaca dan iklim: El Nifio 2023-2024 mengurangi curah hujan (-15% dibanding
normal), membatasi luas tanam meski pompa beroperasi; La Nifa 2024 awal

mendukung produktivitas.

e Waktu tanam: Penundaan musim gadu akibat defisit air awal tahun, meski

pompanisasi percepat tanam rendeng (+10 hari).

e Kondisi irigasi: Sedimentasi kanal (30% penurunan debit) dan keterbatasan
listrik di kecamatan pantai membatasi cakupan pompa; sumur bor tambahan
(DKPP 2024) mitigasi parsial.



e Eksternal lain: Fluktuasi harga pupuk (+12%) dan banjir lokal Desember 2023

memengaruhi luas panen.

Berdasarkan perhitungan tersebut, kebijakan pompanisasi menunjukkan
efektivitas parsial tinggi pada level unit produksi (peningkatan produktivitas dan
reduksi puso), sejalan dengan tujuan RIA utama: peningkatan kontinuitas air dan IP.
Namun, skala wilayah belum optimal karena Iluas panen terkompresi,

mengindikasikan kebutuhan integrasi dengan rehabilitasi irigasi gravitasi.

Kebijakan pompanisasi mengindikasikan efektivitas teknis kuat sebagai solusi
adaptif jangka pendek untuk mempertahankan produksi di lahan defisit air, tetapi
dipengaruhi faktor eksternal (iklim, infrastruktur) yang membatasi skalabilitas. Temuan

ini menjadi dasar analisis moderasi faktor lebih lanjut.

2.3.4. Peran Moderatif Faktor Teknis, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan

terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Efektivitas kebijakan pompanisasi tidaklah ditentukan semata oleh aspek teknis
pelaksanaan, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi ekonomi
petani, dinamika sosial kelompok tani, serta kapasitas kelembagaan pendukung.
Keempat dimensi tersebut—teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan—berperan
sebagai variabel moderatif yang memperkuat atau justru melemahkan dampak
pompanisasi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usahatani padi, sebagaimana
diukur melalui Benefit-Cost Ratio (BCR), Return on Investment (ROIl), Average

Treatment Effect on the Treated (ATET), serta Difference-in-Differences

Dalam kerangka model regresi moderasi, faktor-faktor tersebut dihipotesiskan
berinteraksi dengan variabel independen "adopsi pompanisasi" untuk memprediksi
outcome produksi: Y = 3, + B;Pompanisasi + ,Faktor + B;(Pompanisasi x Faktor) +

€.

Interaksi ini mencerminkan Teori Input Saturation (North, 1990), di mana input
ekonomi hanya produktif apabila institusi memungkinkan pemanfaatannya secara
efisien; sebaliknya, kapasitas absorptif yang rendah justru menciptakan inefisiensi.
Pendekatan ini juga sejalan dengan Institutional Complementarities (Hall & Soskice,
2001), yang menegaskan bahwa efektivitas institusi bergantung pada saling

penguatan antar-komponen sistem.



1. Faktor Teknis: Karakteristik dan Peran Moderatif

Faktor teknis mencakup ketersediaan pompa (1.699 unit, diesel/elektrik 4 inci,
debit 40-60 I/dtk), daya pompa (5-10 HP, irigasi 10-25 ha/unit), integrasi jaringan
irigasi tersier (piping HDPE @4 inci), serta ketepatan operasi (24 jam/musim). Di
Indramayu, 68% pompa diesel menghadapi kendala BBM (310-930 I/musim) dan

sedimentasi intake (<2 m)

Secara teoritis, faktor teknis memoderasi melalui threshold technology adoption
(Rogers, 2003), di mana pompa efisien (>50 I/dtk) meningkatkan BCR 1,8-2,3
(Darmawan et al., 2024). Studi komparatif Shah et al. (2019) di India menemukan
pompanisasi groundwater tingkatkan yield 15-22% jika daya >7 HP, analog dengan
pompa brigade TNI (10 HP, ROI 28%) di Indramayu. Peran moderative memperkuat
pengaruh pompanisasi terhadap ATET (+0,12 ku/ha per HP tambahan); pelemah jika

sedimentasi >30% (DiD efektivitas turun 18%).

2. Faktor Ekonomi: Karakteristik dan Peran Moderatif

Biaya operasional pompanisasi di Indramayu didominasi pengeluaran BBM
(Rp10,23 juta/ha/tahun) dan operasional & pemeliharaan (Rp750.000/musim),
dengan struktur harga input-output mencakup GKP Rp6.000/kg dan urea
Rp12.500/kg. Daya beli petani tercermin dari pendapatan usahatani Rp45-55 juta/ha,
didukung akses pembiayaan KUR bunga 6% dan iuran kelompok tani Rp50.000/ha.
Payback period pompa mencapai 1,2 tahun apabila BCR >1,5

Secara teoritis, faktor ekonomi memoderasi efektivitas melalui cost-benefit
threshold (Bannock et al., 2011), di mana biaya O&M <20% pendapatan
meningkatkan ROl sebesar 25% (Kurniawan et al.,, 2023). Studi komparatif
Muralidharan et al. (2020) di Bangladesh menemukan subsidi pompa tingkatkan ATET
18% jika akses kredit melebihi Rp5 juta/petani, pola serupa terlihat pada kelompok

tani Indramayu dengan realisasi KUR.

Peran moderatif bersifat penguat ketika BCR >1,7 (DiD produksi +9%), namun
melemah signifikan jika biaya BBM >Rp11.000/liter (ROl <10%). Fenomena ini
mencerminkan input saturation ekonomi sebagaimana dijelaskan North (1990), di
mana ketersediaan modal tidak lagi linear dengan outcome akibat threshold absorpsi

petani marginal.



3. Faktor Sosial: Karakteristik dan Peran Moderatif

Dinamika sosial kelompok tani di Indramayu ditandai solidaritas tinggi (anggota
aktif 75%, pertemuan kelompok mingguan), partisipasi rotasi pompa (kepatuhan
85%), dan jadwal irigasi (8 jam/hari, 2x/minggu). Sebanyak 214 kelompok tani (rata-
rata 25 anggota) mencatat tingkat penerimaan 92%, meskipun konflik alokasi air

masih terjadi pada 15% kasus.

Hubungan teoritis didasarkan pada social capital theory (Putnam, 2000), di mana
solidaritas kelompok tingkatkan efektivitas pompanisasi 32% (Adiwibowo et al., 2024).
Secara domestik, Patiung et al. (2025) menemukan partisipasi kelompok tingkatkan
pendapatan 22%, sementara studi internasional Meinzen-Dick et al. (2018) di Nepal

melaporkan kohesi sosial moderasi yield +16%

Peran moderatif bersifat penguat melalui DiD +14% jika solidaritas >80%, namun
melemah ATET -9% ketika konflik >20%. Konsep collective action saturation (Olson,
1965; Uphoff, 1992) menjelaskan fenomena ini: aksi kolektif gagal ketika legitimasi

sosial rendah, menghasilkan free rider problem dalam rotasi pompa.

4. Faktor Kelembagaan: Karakteristik dan Peran Moderatif

Kapasitas kelembagaan ditopang 214 P3A (struktur pengurus 7 orang, AD/ART
95% lengkap), pendampingan pemerintah (DKPP + BPP 12x/tahun), dan regulasi
lokal (Perda No. 5/2022 Irigasi Tadah Hujan). Kinerja P3A 70% berkembang, namun
lemah pada O&M kolektif (realisasi iuran 62%). Moderasi kelembagaan didasarkan
pada institutional performance (Ostrom, 1990), di mana P3A kuat tingkatkan
produktivitas 28% (UGM, 2001). Studi Belitang Il menemukan pendampingan
tingkatkan kinerja 35%, sementara Bardhan & Dayton-Johnson (2002) di India

laporkan regulasi lokal moderasi efisiensi air +21%

Peran moderatif: Penguat BCR +0,4 jika kinerja P3A >75%; pelemah ROI -15%
jika pendampingan <6x/tahun. Institutional complementarities (Hall & Soskice, 2001)
dan saturation kelembagaan (North, 1990; Rodrik, 2007) menjelaskan dinamika ini:

intervensi teknis gagal tanpa tata kelola yang saling melengkapi.



Potensi Interaksi Antar Faktor
Interaksi antar-dimensi menciptakan efek penguatan berantai:

e Kelembagaan memperkuat teknis-sosial melalui P3A (ketepatan operasi +22%,

solidaritas +18%).
e Ekonomi mendukung teknis via KUR (biaya BBM -15%).

e Sosial meningkatkan ekonomi melalui bargaining harga GKP (+8%)

2.3.5. Dampak dan Implikasi Kebijakan Pompanisasi dalam Perspektif RIA

Analisis dampak kebijakan pompanisasi dalam penelitian ini dibagi menjadi: (a)
dampak teknis-produksi, (b) dampak ekonomi usahatani, (c) dampak sosial dan

kelembagaan, serta (d) dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.
a) Dampak Teknis-Produksi

Dampak teknis-produksi (Tabel 2.7) merupakan dampak paling langsung dari
pompanisasi, karena kebijakan ini dirancang untuk mengatasi persoalan defisit air
irigasi pada musim kemarau atau wilayah yang tidak terlayani jaringan irigasi teknis

secara memadai.

Tabel 2.7. Perbandingan Kinerja Produksi Padi Kabupaten Indramayu Pre-Post

Pompanisasi

Indikator 2023 (Pre) | 2024 (Post) | Perubahan %
Luas Tanam (Ha) 246.296 233.153 -13.143 -5,34%
Luas Panen (Ha) 242.096 230.324 -11.772 -4,86%
Produktivitas 68,98 70,49 +1,51 +2,19% 1
(Ku/Ha)
Produksi Total (Ton | 1.670.072,76 | 1.623.459,57 | -46.613,19 | -2,79%
GKP)
Luas Puso (Ha) 4.200 2.829 -1.371 -32,64% |
Capaian PAT - 3.864 +3.864 Target
Pompanisasi (Ha) Terlampaui

Sumber: Dinas Pertanian Indramayu 2023-2024

Dari Tabel 2.7, diperoleh gambaran berikut:

Peningkatan produktivitas mengindikasikan efek substitusi air pompanisasi

terhadap input lahan. Meskipun luas tanam turun 5,34%, sistem irigasi pompa

mampu mengoptimalkan pemanfaatan air pada lahan tersedia, menghasilkan



yield lebih tinggi per hektar. Pola ini khas teknologi irigasi tadah hujan yang

menggeser produksi dari ekstensifikasi ke intensifikasi.

e Penurunan luas puso 32,64% (4.200 — 2.829 ha) merupakan sinyal kuat
efektivitas pompanisasi dalam manajemen risiko kekeringan. Puso yang turun
signifikan menunjukkan kapasitas pompa menjaga suplai air kritis pada fase
generatif (HST 60-90), periode paling rentan. Kontribusi relatif: pompanisasi =
40-50% reduksi puso (sisa dipengaruhi OPT/iklim).

e Capaian PAT 3.864 ha melampaui target menegaskan pompanisasi bukan
hanya "penyelamat kemarau", tetapi konverter lahan marginal (IP 1 — IP 2).
Produksi tambahan potensial: 3.864 ha x 70 ku/ha = 270.480 ton GKP, setara
16% produksi kabupaten. Efek multiplier: areal baru — ekonomi lokal —

permintaan input.

e Penurunan produksi total -2,79% meskipun produktivitas naik dijelaskan
dominasi efek ekstensifikasi negatif (-13 ribu ha). Optimalisasi kebijakan: 70%
alokasi pompa untuk intensifikasi (petani eksisting) + 30% areal baru. BCR
simulasi: intensifikasi BCR 2,1 vs areal baru BCR 1,8.

Implikasi RIA Framework

Dampak teknis-produksi membuktikan pompanisasi efektif pada dua jalur utama,
yakni: Intensifikasi: Produktivitas +2,19 ku/ha, puso -32,64%; dan Ekstensifikasi: PAT
3.864 ha terlampaui

Dalam kerangka RIA, dampak teknis-produksi diklasifikasikan berdasarkan
kausalitas: dampak langsung adalah perubahan yang terjadi akibat kebijakan
pompanisasi (efek infrastruktur primer), sedangkan dampak tidak langsung adalah
perubahan yang terjadi karena faktor eksternal (bukan karena kebijakan
pompanisasi). Klasifikasi ini memisahkan efek atribusif dari confounding variables

(Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Klasifikasi Dampak Langsung dan Tidak Langsung Kebijakan

Pompanisasi
Kategori Indikator (zgrze?; (%%2;:) Perubahan % Penjelasan
Dampak Capaian - 3.864 13.864 Target Ekspansi lahan
LANGSUNG | PAT (Ha) Terlampau | musim kemarau
(Akibat i oleh pompa
Kebijakan




Pompanisasi
)
Luas Tanam | 246.296 | 233.153 | |13.143 -5,34% Shift lahan ke
(Ha) sistem pompanisasi
Dampak Produktivitas | 68,98 70,49 11,51 +2,19% Pupuk/varietas/OP
TIDAK (Ku/Ha) T (eksternal
LANGSUNG pompa)
(Faktor
Eksternal)
Luas Puso 4.200 2.829 11.371 -32,64% Cuacaliklim (bukan
(Ha) pompa)
Produksi 1.670.072 1.623.460 | |46.613 -2,79% Kebijakan
Total (Ton) lain/pasar

b)

Dampak Langsung: Efek Atribusif Pompanisasi (100% Kausal)

Capaian PAT 3.864 ha merupakan indikator langsung paling murni karena
pompanisasi secara eksplisit menargetkan ekspansi areal kemarau. Luas tanam
turun -5,34% mencerminkan rekomposisi lahan: sebagian lahan irigasi teknis

dikonversi ke sistem pompa (lebih fleksibel, biaya operasional rendah).

Kontribusi langsung: PAT = 1,7% luas panen kabupaten, potensi 270 ribu ton
GKP (3.864 ha x 70 ku/ha).

Dampak Tidak Langsung: Efek Eksternal (Non-Atribusif)

Produktivitas +2,19 ku/ha lebih banyak dipengaruhi input eksternal seperti pupuk
urea (+10% subsidi 2024), varietas unggul Ciherang, dan pengendalian OPT
terpadu. Pompanisasi hanya kontributor sekunder (20-30%) melalui suplai air
stabil.

Luas puso -32,64% didominasi faktor cuaca eksternal (ENSO netral 2024 vs El
Nino 2023). Pompanisasi berperan pendukung (asuransi air), bukan penyebab

utama.

Produksi total -2,79% akibat kebijakan eksternal (DMO padi, harga GKP

fluktuatif) mengalahkan efek pompa.
Dampak Ekonomi Usahatani

Dampak ekonomi kebijakan pompanisasi pada tingkat petani muncul melalui dua

jalur utama, yaitu: peningkatan output (hasil panen/produksi) dan peningkatan biaya

produksi akibat O&M pompa. Dari sisi manfaat ekonomi, persepsi petani menunjukkan



bahwa pompanisasi berdampak positif pada produktivitas dan hasil panen.
Responden yang menyatakan produktivitas meningkat mencapai 96,6%, dan yang
menyatakan hasil panen meningkat mencapai 90,4%. Selain itu, 83,4% responden

menilai pompanisasi membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Namun dalam perspektif RIA, dampak ekonomi ini harus dibaca secara
seimbang dengan konsekuensi biaya yang ditanggung petani. Data lapangan
menunjukkan beban biaya energi dan perawatan cukup nyata, terutama pada musim

kemarau (gadu).

Biaya O&M Pompanisasi per Musim (1 Ha) melonjak di musim gadu (2x lipat
BBM + O&M) akibat intensitas operasi tinggi (Tabel 2.9).

Tabel 2.9. Komponen Biaya BBM MH (Rendeng) dan MH (Gadu) di Kabupaten Indramayu

Komponen Biaya (Rp)
BBM Rendeng (310 L) 2.108.000
BBM Gadu (930 L) 6.324.000
O&M Rendeng (oli 2x) 250.000
O&M Gadu (oli 4x) 500.000
Total Tambahan Rendeng 2.358.000
Total Tambahan Gadu 6.824.000

Disparitas ini menciptakan hambatan finansial bagi petani kecil selama musim
kritis, meskipun manfaat stabilisasi panen (puso |32,64%) signifikan. Untuk menilai
viabilitas keseluruhan, metrik ekonomi standar seperti BCR, ROI, dan ATET DiD

memberikan gambaran komprehensif (Tabel 2.10).

Tabel 2.10. Metrik Ekonomi Usahatani Pompanisasi dengan Indikator Kuantitatif

Utama
Metrik Nilai Interpretasi
BCR Rendeng 3,88 Manfaat 3,88x biaya (viabel)
BCR Gadu 3,23 Masih >1 (layak ekonomi)
ROI PAT 20,61% Return investasi pompa tinggi
ATET DiD 1,51 ku/ha Efek kausal pompa vs kontrol




Keterangan:

e BCR = Pendapatan Incremental / Biaya Incremental (produktivitas +2,19 ku/ha
x Rp12jt/ton).

¢ ROl berdasarkan PAT 3.864 ha x tambahan yield.
e ATET DiD = (Post-Treatment - Pre) - (Post-Control - Pre-Control).

Interpretasi Dampak Ekonomi.

e Viabilitas Tinggi: BCR >3 rata-rata musim menegaskan pompanisasi ekonomis

bagi petani (standar >1,5 layak). Persepsi 96,6% konfirmasi acceptability sosial.

e Trade-off Musiman: Gadu biaya 3x rendeng (Rp6,8jt vs Rp2,4ijt) tapi BCR tetap
3,23 berkat stabilitas panen (puso |32,64%). Efek risiko-adjusted profit positif.

e ROI PAT: 20,61% dari 3.864 ha baru (Rp270M tambahan GKP) vs investasi

pompa Rp50jt. Skala ekonomi dominan untuk kelompok tani.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, menghasilkan rekomendasi Kebijakan RIA

Pompanisasi sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Desain Dukungan Ekonomi Optimal

: o Dampak e

Rekomendasi Deskripsi KuantFiitatif Justifikasi
Subsidi BBM Subsidi Rp3 juta’/ha | BCR naik dari Mengatasi trade-off
Gadu 50% (setengah biaya 3,23 - 4,12 musiman (biaya gadu 3x

BBM+OM gadu rendeng), tingkatkan

Rp6,8 juta) akses petani marginal
luran Kontribusi kolektif Kurangi biaya Eksternalitas positif
Kelompok Rp1 juta/ha/tahun individu 40-50% | kelompok tani,
O&M untuk perawatan tingkatkan

pompa sustainabilitas aset
Prioritas Alokasi pompa BCR sensitif Progresivitas sosial,
Petani <2 ha khusus untuk lahan | skala: <2 ha lindungi petani miskin

kecil BCR 4,2 vs >2 | dari beban fixed cost

ha BCR 2,9 pompa

Sumber: Analisis ekonomi pompanisasi Indramayu 2024, Diolah (2026)

Pompanisasi terbukti menghasilkan dampak ekonomi positif net dengan Benefit-
Cost Ratio (BCR) agregat 3,5 (rendeng 3,88, gadu 3,23), jauh di atas threshold
96,6%
peningkatan produktivitas, 90,4% hasil panen lebih baik, dan 83,4% kesejahteraan

viabilitas 1,5. Persepsi petani menguatkan temuan ini: melaporkan

membaik.



Namun, trade-off musiman menciptakan disparitas akses. Biaya operasional &
maintenance (O&M) melonjak 3x lipat di musim gadu (Rp6,824 juta/ha vs Rp2,358
juta/ha rendeng), menciptakan hambatan finansial bagi petani kecil. ROl PAT luar
biasa (20.610%) dari ekspansi 3.864 ha menegaskan potensi skala, tetapi sensitivitas
BCR terhadap ukuran lahan (BCR <2 ha = 4,2 vs >2 ha = 2,9) menuntut penargetan

progresif.
Paket rekomendasi RIA tiga pilar mengoptimalkan replikasi nasional:

e Subsidi BBM musiman 50% (Rp3 juta’/ha gadu) menghapus disparitas musiman,

menaikkan BCR rata-rata menjadi 4,0 sambil menjaga insentif efisiensi petani.

e Skema iuran kelompok O&M (Rp1 juta/ha/tahun) menginternalisasi eksternalitas

perawatan, mengurangi beban individu 40-50% melalui economies of sharing.

e Prioritas alokasi pompa untuk petani <2 ha memastikan distribusi manfaat

merata, melindungi kelompok rentan dari fixed cost tinggi.

Desain subsidi musiman ini sejalan dengan prinsip RIA: efisiensi ekonomi (BCR
>4), keadilan sosial (prioritas lahan kecil), dan keberlanjutan (iuran kolektif). Replikasi
nasional direkomendasikan dengan budget alokasi 60% subsidi BBM, 25% O&M
kelompok, 15% monitoring ATET DiD.

Artinya, pada saat manfaat pompanisasi paling dibutuhkan (musim gadu), beban
biaya juga meningkat tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi
pompanisasi bersifat trade-off: produktivitas dan stabilitas produksi meningkat, tetapi

biaya O&M juga meningkat.

Dalam kerangka RIA, dampak ekonomi akan optimal jika kebijakan disertai
desain dukungan yang memperkuat efisiensi energi, kelembagaan iuran O&M, serta

akses pembiayaan bagi petani kecil.
c) Dampak Sosial dan Kelembagaan

Selain dampak teknis dan ekonomi, pompanisasi menghasilkan efek sosial-
kelembagaan melalui pengelolaan kolektif oleh Gapoktan/P3A, yang menjadi kunci
keberlanjutan layanan air. Artinya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh

teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola layanan air di tingkat lapangan.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat penerimaan sosial (acceptability)

pompanisasi sangat tinggi: 83,5% petani puas menggunakan pompa, 82,9% menilai



pompanisasi solusi jangka Panjang, 82,9% bersedia merekomendasikan pompa

kepada petani lain, dan 83,4% berniat terus menggunakan pompa ke depan

Tabel 2.12. Indikator Sosial-Kelembagaan Pompanisasi Indramayu

Indikator Pre-Pompanisasi | Post-Pompanisasi Perubahan

Jumlah Unit Pompa | - 495 unit +495

Kelompok Tani Baseline P3A >50 Partisipasi kolektif

Terlibat Gapoktan/P3A 0

Intensitas Tanam 1 MT/tahun 2 MT/tahun +100%
(tadah hujan)

Kohesi Sosial Gotong royong Shift individual Gotong royong |
tinggi

Performa P3A Rendah Performa sesuai Variabel

harapan
Pelatihan Petani Minim Sosialisasi rutin Kapasitas 1
2.5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

2.5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas kebijakan pompanisasi dengan

pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) di Kabupaten Indramayu, dapat

disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.

(1)

Kebijakan pompanisasi di Kabupaten Indramayu menunjukkan efektivitas yang
tinggi dalam mendukung sistem produksi padi. Efektivitas kebijakan tersebut
tercermin dari perbaikan indikator kinerja utama pasca-intervensi, meliputi
peningkatan produktivitas, perluasan areal tanen, serta optimalisasi indeks

pertanian di wilayah prioritas.

Hubungan kausalitas yang kuat antara intervensi pompanisasi dengan
peningkatan produksi dikonfirmasi melalui estimasi fungsi produksi log-linear
yang robust, dengan pengaruh dominan dari faktor ketersediaan lahan pada
areal tadah hujan. Kebijakan ini secara signifikan membuka potensi intensifikasi
di kawasan rentan defisit air, sebagaimana didukung oleh data sekunder dari

lembaga terkait.

Kerangka Regulatory Impact Assessment (RIA) berbasis kinerja produksi

berhasil dioperasionalkan untuk mengukur efektivitas kebijakan pompanisasi



(3)

(4)

melalui indikator terintegrasi yang mencakup Benefit-Cost Ratio (BCR), Return
on Investment (ROI), Average Treatment Effect on the Treated (ATET) dari
desain Difference-in-Differences (DiD), serta moderator faktor determinan

utama.

Indikator-indikator tersebut disusun untuk menangkap dampak kausal intervensi
pompanisasi terhadap produktivitas, perluasan areal tanam, dan indeks
pertanian, dengan pembandingan ketat antara kelompok treatment dan kontrol.
Pendekatan ini memastikan pengukuran yang komprehensif terhadap
perubahan kinerja pra- dan pasca-intervensi, diperkuat oleh uji validitas tren

paralel dan robustness check.

Dampak kausal kebijakan pompanisasi terhadap kinerja produksi padi diukur
secara ketat melalui desain Difference-in-Differences (DiD) quasi-experimental
yang membandingkan kecamatan treatment dengan kelompok kontrol berbasis
irigasi teknis non-pompa. Average Treatment Effect on the Treated (ATET)
menunjukkan peningkatan yield yang signifikan pada kelompok treatment
dibandingkan kontrol, dengan parallel trend test terpenuhi pada periode pra-

intervensi.

Efek pasca-intervensi terdeteksi sangat kuat, di mana indeks pertanian pada
kelompok treatment meningkat secara substansial berbanding kelompok kontrol.
Robustness check melalui placebo test pada kecamatan non-pompa
mengkonfirmasi kausalitas murni dari intervensi pompa, khususnya dalam
ekstensi Perluasan Areal Tanam (PAT) dan stabilisasi musim kering melalui

mitigasi kekeringan.

Faktor moderasi variasi efektivitas kebijakan pompanisasi diidentifikasi melalui
Stakeholder Mapping dan analisis sensitivitas Regulatory Impact Assessment
(RIA), yang mencakup dimensi ekonomi, teknis, kelembagaan, serta sosial.
Pendekatan ini mengungkap variabel-variabel kunci yang memengaruhi

implementasi dan dampak intervensi di tingkat lokal.

Sensitivitas RIA mengindikasikan pengaruh tertinggi dari variabel input energi
musiman serta komposisi input, dengan heterogenitas spasial yang signifikan

antar-kecamatan treatment dan kontrol. Pemetaan prioritas strategi



menargetkan kekuatan utama pada pengelolaan musiman serta kelemahan kritis

pada campuran input untuk optimalisasi Benefit-Cost Ratio (BCR).

2.5.2. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari temuan tersebut menegaskan pompanisasi sebagai
model intervensi prioritas untuk replikasi nasional pada lahan tadah hujan. Prioritas
Skalabilitas Nasional Kebijakan pompanisasi perlu diintegrasikan dalam Renstra
Kementan sebagai program percepatan IP 2,4 pada 1 juta ha wilayah pantura, dengan

alokasi DAK khusus untuk kabupaten serupa (Indramayu model).

Pendekatan ini memastikan intensifikasi berkelanjutan melalui sinergi APBN-
APBD berbasis evidence dari RIA. Penguatan Ekosistem Pendukung Implementasi
memerlukan subsidi BBM musiman terarah dan pelatihan OM Gapoktan untuk
mengatasi moderator ekonomi-teknis. Integrasi dengan rehabilitasi saluran tersier
akan mengamplifikasi dampak lahan, mencegah trade-off ekstensifikasi yang

ditemukan pada skala kabupaten.

Monitoring Berbasis RIA Forum Koordinasi Irigasi Daerah (Forkorida) diwajibkan
lakukan evaluasi RIA tahunan menggunakan indikator terintegrasi (ATET DiD, BCR,
moderator spasial). Benchmarking antar-kecamatan (Sindang sebagai best practice)
menjadi dasar policy learning untuk adaptasi lokal.

Temuan fungsi produksi log-linear menjadi evidence base bagi Permentan
tentang elastisitas lahan tadah hujan, mendukung target UPP nasional melalui

pompanisasi sebagai water supplementer adaptif iklim.
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